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TERDAKWA KASUS DUGAAN SUAP FEE PROYEK INFRASTRUKTUR 

DI BENGKULU SELATAN TAHUN 2018 

 

Terdakwa perkara suap fee proyek yang terjaring OTT KPK Dirwan Mahmud menyampaikan 

pembelaan terhadap tuntutan JPU KPK di Pengadilan Tipikor PN Bengkulu. Bupati Bengkulu 

Selatan non aktif, Dirwan Mahmud membacakan nota pembelaannya dihadapan majelis hakim 

Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, Kamis siang (17/1). 

Dalam pledoi yang disampaikan Dirwan dan tim pengacaranya, mereka menyatakan tidak ada 

bukti adanya permintaan atau penerimaan fee kepada Dirwan Mahmud, sehingga harus 

dibebaskan dari segala tuduhan terkait yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut 

Umum (JPU) KPK. 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu Selatan memberikan hukuman 6 tahun 

penjara kepada Bupati Bengkulu Selatan non-aktif Dirwan Mahmud yang terlibat dalam kasus 

dugaan suap fee proyek infrastruktur di Bengkulu Selatan tahun 2018 lalu. 

Dirwan juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 300.000.000,- dengan ketentuan jika 

tidak mampu membayar denda, akan diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan kurungan. 

Tidak hanya itu, Majelis Hakim juga memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak 

politik terhadap Dirwan Mahmud selama tiga tahun setelah Dirwan Mahmud menjalani pidana 

pokok. 

Majelis hakim yang diketuai Slamet Suripto, SH., M.Hum (24/1/2019) menyatakan bahwa 

“terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”. Selain 

dirwan, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman kepada istri Dirwan Mahmud Hendrawati, 

selama 4 tahun 6 bulan serta denda Rp. 250.000.000,- subside empat bulan kurungan. Keponakan 

Dirwan, Nursilawati diputus dengan hukuman yang sama yakni 4 tahun 6 bulan dengan denda 

Rp. 200.000.000,- juta subside 4 bulan penjara. 

“Dalam kasus ini ketiga terdakwa terbukti secara sah melanggar pasal 12 huruf a Jo Pasal 11 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang 

sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi 

Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP” Ucap Ketua Hakim Slamet Suripto, SH. Jaksa Penuntut Umum 

Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan sanksi terhadap Dirwan dengan pasal korupsi secara 

bersama-sama dan berlanjut, hal ini tertulis dalam surat tuntutan Jaksa. 

Sementara itu, majelis hakim memberikan waktu selama tujuh hari kepada terdakwa untuk 

mengajukan upaya hukum selanjutnya. Masing-masing Kuasa Hukum masih memikirkan upaya 

apakah banding atau tidak. 

 

Sumber Berita : 

1. Koran Bengkulu Ekspress, Terdakwa Kasus Dugaan Suap Fee Proyek Infrastruktur di 

Bengkulu Selatan Tahun 2018, Jumat, 18 Januari 2019. 

2. Bengkulu Ekspress, Dirwan Mahmud Minta Bebas, www.bengkuluekspress.com, Jumat, 

18 Januari 2019. 
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Catatan : 

1. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana 

Pasal 10  

Pidana terdiri atas: 

a. pidana pokok: 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; 

5. pidana tutupan 

b. pidana tambahan: 1. pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang 

tertentu; 3. pengumuman putusan hakim. 

Pasal 55 ayat (1) 

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 

c. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan 

perbuatan; 

d. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan 

kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan 

memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya 

melakukan perbuatan. 

Pasal 209 ayat (1) 

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa memberi atau 

menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan 

tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, barang siapa memberi atau 

menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan 

menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud 

untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diherikan berhubung dengan perkara 

yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. 

Pasal 419 

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat: l. yang menerima 

hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk 

menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang 

bertentangan dengan kewajibannya; 2. yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah 

itu diberikan sebagai akibat. atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 

Pasal 423 

Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk 

memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau 

untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling 

lama enam tahun. 

Pasal 425 
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Diancam karena melakukan pemerasan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1. 

seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong 

pembayaran, seolah-olah berhutang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas 

umum, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian adanya; 2. seorang pejabat yang pada 

waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan orang atau penyerahan 

barang seolah olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahuinya bahwa tidak 

demikian halnya; 3. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, seolaholah sesuai 

dengan aturan-aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah negara yang di atasnya 

ada hak-hak pakai Indonesia dengan merugikan yang berhak padahal diketahui nya bahwa 

itu bertentangan dengan peraturan tersebut. 

 

2. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Yahya Harahap Hal. 259 

Pledoi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(“KUHAP”) dikenal dengan istilah pembelaan. Tuntutan pidana dan pembelaan dirangkai 

dalam satu pembahasan untuk memudahkan melihat kaitan antara kedua proses itu dalam 

pemeriksaan perkara. Tuntutan pidana penuntut umum selamanya saling berkaitan dengan 

pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum karena tuntutan pidana yang 

diajukan penuntut umum maupun pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum 

pada hakikatnya merupakan “dialogis jawab-menjawab terakhir” dalam proses 

pemeriksaan. 

 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana 

Pasal 1 angka 12 

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan 

pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk 

mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-

dalam undang-undang ini. 

Pasal 67 

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan 

tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang 

menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam 

acara cepat. 

Pasal 182 ayat (1) 

a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana; 

b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat 

dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum 

selalu mendapat giliran terakhir; 

c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah 

dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak 

yang berkepentingan.  

Pasal 233 ayat (1) 

Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke 

pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut 

umum. 
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Pasal 233 ayat (2) 

Hanya pemintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh 

panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau 

setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 196 ayat (2). 

Pasal 233 ayat (3) 

Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang 

ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada 

pemohon yang bersangkutan. 

Pasal 234 ayat (1) 

Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (2) telah lewat 

tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan 

dianggap menerima putusan. 

 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Pasal 2 ayat (1) 

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 

paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati 

dapat dijatuhkan. 

Pasal 3 

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 

denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

Pasal 11 

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) 

tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri 

atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau 

patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau 

kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang 

yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. 

Pasal 12 
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Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah); 

a. pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, 

padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan 

untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 

jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; 

b. pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal 

diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau 

disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 

jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 

c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa 

hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang 

diserahkan kepadanya untuk diadili; 

d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan 

menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, 

padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan 

untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung 

dengan perkara yang diserahkan kepada pegadilan untuk diadili; 

e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan 

kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima 

pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya 

sendiri; 

f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, 

meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai 

negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai 

utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; 

g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, 

meminta atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-olah 

merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan 

merupakan utang; 

h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, 

telah menggunakan tanah negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang 

berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan 

peraturan perudang-undangan; atau 

i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung 

dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang 

pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk 

mengurus atau mengawasinya. 

 


